PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubal an Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

il

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
433595);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6041);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057),

14, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);
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Menetapkan

Meraturan Mentert Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Podoman Teknis Pengelolann Keunngan Daerah (Berita Negara
Republile Indonestn Tahan 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menter! Dalam Negerl Nomor 903-4750 Tahun 2020
tontang lvaluasl Rancangan Peraturan Daerah Provinsl Sumatera
Warat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021,

23, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 903-4929 Tahun 2021

tentang Evaluasl Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran 2021 dan  Rancangan Peraturan
Gubernur  Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun
Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021,

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Dacrah
untuk digunakan sesuai kewenangan Dacrah guna mendanai kebutuhan Dacrah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Tran.sfcr Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada dacrah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
non fisik yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada dacrah penghasil
berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja
pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
program prioritas dan batas malksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah
untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
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19.:rogram adalalj bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih

d‘_::‘ata’_‘ yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah atau masyar akat yang

ikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

21.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan

kebijakan.
22. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan
dalam 1 (satu) program.

23. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.

24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur,

25. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan  yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

97.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

28. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

29, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Dacrah dalam
rangka menyusun APBD .

30. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan
pemerintah daerah.

Dipindai dengan CamScanner



I |
€rja pen
adalah gelola ke
unsur Denunjang u‘;ﬁngan dacrah yang selanjutnya disingkat SKPKD
Pengelolaan keusaan Pemerintahan pada pemerintah dacrah yang
‘ n
-Unit SKpp adal gan daerah.

r ah ba : .
Program, 8lan SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

melaksanakan
32

33 Penggul.la Anggaran

yang dipimpinny

yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

fgunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD

34. Kuasa Pep

d guna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang

iberi kua
Sa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

35. Pejab
Jabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

ke
beptéilla SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
rundak sebagai bendahara umum daerah.

36.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

37.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

38. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

39. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha pada SKPD.

40. Bendahara Penerimaan adalah  pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

41.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditujuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

42. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur Ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

7
APBD Tahun Anggaran 2021 sJemula berjumlah Rp. 6.780.124.354.738,- bertambah
sebesar Rp. 117.990.343.560,- sehingga menjadi Rp.6.898.114.698.298,- dengan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

8. SEmUIA..ovvvurrerseceirncrsisnres Rp. 6.580.124.354.738,-”
b. Bertambah.......cccccecirierens Rp. 72.190.319.354,- ¥
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan ............ Rp. 6.652.314.674.092,- ~
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2. Belanja Daerah

a. Semula.. .
b B,
Juﬂ'lfl:ahl ‘ambah........, . gp_ 6.780.124.354.738,- 7
belanja Qaerah setel;h [P 117.990.343.560,- ~ )
Perubahan .................... Rp. 6.898.114.698.298,-
3 : (Defisit)......... Rp. 245.800.024.200.-
- Pembiayaan Daerah -
a. Peneﬁmam :
1)Semula. ...
2) Bertambah,... Rp.  220.000.000.000,-*
Jumlah penerimaan pemp, - Rp. 40.850.024.206.- 7 y
b. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....Rp.  260.850.024.206,-
1) Sem
B kt:la ......................... Rp. 20.000.000.000,-
Thmlah FANE, . s sssrasessenses Rp. 4.950.000.000,-7 B
ity pengeluaran pembiayaan setelah perubahan....Rp. 15.050.000.000,-
Sisa leb; AR per_nbmyaan Netto setelah perubahan............... Rp. _245.800.024.206.- °
€bih pembiayaan anggaran setelah perubahan............ Rp. --
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini, terdiri dari:

a. Lampiranl Ringkasan Penjabaran Perub
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rinc

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

ahan APBD yang Diklasifikasi
ian Objek

b. LampiranII Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

c. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan

Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

e. LampiranV

Rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran VI
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B Lampiran vy .
Rincian p
ang
Pcmcrinmhn:l[)Tumb“l‘mn Infrastruktur menurut Urusan
Kegiatan, Kelo acrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub.
: mpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja d: i
1a dan Pcnﬂ.may:.mn;

h. Lampiran Vi

.

Sinkronisasi Kebii
151 Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

ada Dae
Zm a Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD
, ) Rnnca'ngun Perkada tentang Penjabaran - APBD dengan
rogram Prioritas Perbatasan Negara.,

Pasal 4

Lampi i i
' piran scbagalmana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
erpisahkan dari Peraturan Gubernur ni.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 November 2027

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 November 2027

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NCMOR 42
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